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Abstrak 
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk 
mengetahui untuk mengetahui izin tinggal 
kunjungan bagi warga negara asing yang berada 
di wilayah negara Republik Indonesia dan 
tindakan administratif keimigrasian terhadap 
warga negara asing pemegang izin tinggal 
kunjungan yang masa berlakunya telah berakhir 
dan masih berada dalam wilayah negara 
Republik Indonesia. Dengan menggunakan 
metode penelitian hukum normatif, 
disimpulkan: 1)Izin tinggal kunjungan menurut 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian, meliputi Izin Tinggal kunjungan 
yang diberikan kepada orang asing yang masuk 
wilayah Indonesia dengan visa kunjungan; atau  
anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan 
pada saat lahir ayah dan/atau ibunya 
pemegang Izin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal 
kunjungan sebagaimana dimaksud diberikan 
sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah 
dan/atau ibunya. Izin Tinggal kunjungan 
berakhir karena pemegang Izin Tinggal 
kunjungan: kembali ke negara asalnya; izinnya 
telah habis masa berlaku; izinnya beralih status 
menjadi Izin Tinggal terbatas; izinnya dibatalkan 
oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang 
ditunjuk; dikenai Deportasi; atau meninggal 
dunia. 2) Penegakan tindakan 
administratif keimigrasian terhadap warga 
negara asing pemegang izin tinggal kunjungan 
yang masa berlakunya telah berakhir dilakukan 
oleh pejabat imigrasi yang berwenang 
melakukan tindakan administratif keimigrasian 
terhadap orang asing pemegang izin tinggal 
yang telah berakhir masa berlakunya dan masih 
berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 
(enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal 
dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Orang asing 
yang tidak membayar biaya beban 
sebagaimana dimaksud  dan orang asing 
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pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa 
berlakunya dan masih berada dalam wilayah 
Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari 
batas waktu izin tinggal dikenai tindakan 
administratif keimigrasian berupa deportasi 
dan penangkalan. 
Kata kunci: Izin Tinggal, Kunjungan Bagi Warga 
Negara Asing, Keimigrasian 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Berdasarkan kebijakan selektif (selective 
policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi 
manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam 
wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang 
Asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah 
Indonesia harus sesuai dengan maksud dan 
tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan 
kebijakan dimaksud serta dalam rangka 
melindungi kepentingan nasional, hanya Orang 
Asing yang memberikan manfaat serta tidak 
membahayakan keamanan dan ketertiban 
umum diperbolehkan masuk dan berada di 
Wilayah Indonesia.3  

Hukum keimigrasian adalah himpunan 
petunjuk yang mengatur tata tertib orang-
orang yang berlalu lintas di dalam wilayah 
Republik Indonesia dan pengawasan terhadap 
orang-orang asing yang berada di wilayah 
Indonesia. 4  Hukum keimigrasian termasuk 
dalam hukum publik yaitu hukum yang 
mengatur hubungan antara individu dengan 
negara (pemerintah). 5  Pengaturan bidang 
keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu 
negara, berdasarkan hukum internasional 
merupakan hak dan wewenang suatu negara.6 

Dalam rangka menunjang terpeliharanya 
stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan 
negara, keamanan dan ketertiban umum dan 
kewaspadaan terhadap segala dampak negatif 
yang timbul akibat perlintasan orang 
antarnegara, keberadaan dan kegiatan orang 
asing di wilayah Negara Republik Indonesia, 
perlu melakukan pengawasan bagi orang asing 
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dan tindakan keimigrasian secara cepat, teliti 
dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan 
keterbukaan dalam memberikan pengawasan 
bagi orang asing.7   

Pelaksanaan pengawasan orang asing 
merupakan wewenang dan tanggung jawab 
Menteri Hukum dan HAM, untuk melakukan 
keberadaan serta kegiatannya di wilayah 
Negara Republik Indonesia, serta 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan 
atau instansi pemerintah yang terkait dalam 
pengawasan orang asing. Dalam rangka 
pengawasan orang asing, maka diperlukan 
menghimpun data dan informasi setiap orang 
yang masuk atau ke luar wilayah negara 
Republik Indonesia, berada di wilayah negara 
Republik Indonesia; dan melakukan kegiatan di 
wilayah negara Republik Indonesia.8 

Apabila terjadi pelanggaran hukum atas 
peraturan perundang-undangan di bidang 
kemigrasian berkaitan dengan izin tinggal 
kunjungan bagi warga negara asing berada di 
wilayah negara Republik Indonesia, maka 
terhadap orang asing tersebut dapat dikenakan 
tindakan adminsitratif keimigrasian, seperti 
pelanggaran hukum oleh warga negara asing 
pemegang izin tinggal kunjungan yang masa 
berlakunya telah berakhir. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah izin tinggal kunjungan bagi 

warga negara asing yang berada di wilayah 
negara Republik Indonesia ? 

2. Bagaimanakah tindakan administratif 
keimigrasian terhadap warga negara asing 
pemegang izin tinggal kunjungan yang masa 
berlakunya telah berakhir dan masih berada 
dalam wilayah negara Republik Indonesia ? 

 
C. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam 
menyusun skripsi  ini ialah metode penelitian 
hukum  normatif. Data sekunder yang 
digunakan diperoleh melalui  studi  
kepustakaan. Data sekunder  terdiri dari bahan 
hukum primer yaitu:  peraturan perundang-
undangan di bidang keimigrasian, seperti 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 
Keimigrasian. Bahan hukum sekunder terdiri  
dari literatur-literatur, artikel dan jurnal hukum  
serta informasi tertulis dari  media cetak dan 
elektronik yang  sesuai dengan materi 
penulisan Skripsi. Bahan hukum tersier terdiri 
dari kamus umum dan kamus hukum untuk 
menjelaskan pengertian dari istilah-istilah 
hukum  yang digunakan dalam penulisan ini. 
 
PEMBAHASAN 
A. Izin Tinggal Kunjungan Bagi Warga Negara 

Asing 
Izin (Vergunning) adalah suatu persetujuan 

dari penguasa berdasarkan undang-undang 
atau peraturan pemerintah untuk dalam 
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan peraturan perundang-
undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai 
dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari 
suatu larangan.9 

Perizinan adalah salah satu bentuk 
pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
masyarakat. Dengan memberikan izin, 
penguasa memperkenankan orang yang 
memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang 
demi memperhatikan kepentingan umum yang 
mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok 
pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang 
kecuali diperkenankan dengan tujuan agar 
dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan 
dilakukan dengan cara-cara tertentu.10 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian, mengatur mengenai 
jenis-jenis izin tinggal, sebagaimana dinyatakan 
pada Pasal 48 ayat: 
(1)  Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah 

Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.  
(2)  Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing 

sesuai dengan Visa yang dimilikinya.  
(3)  Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas:  
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a. Izin Tinggal diplomatik;  
b. Izin Tinggal dinas;  
c. Izin Tinggal kunjungan;  
d. Izin Tinggal terbatas; dan  
e. Izin Tinggal Tetap.  

(4)  Menteri berwenang melarang Orang Asing 
yang telah diberi Izin Tinggal berada di 
daerah tertentu di Wilayah Indonesia.  

(5) Terhadap Orang Asing yang sedang 
menjalani penahanan untuk kepentingan 
proses penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan atau 
menjalani pidana kurungan atau pidana 
penjara di lembaga pemasyarakatan, 
sedangkan izin tinggalnya telah lampau 
waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Pada dasarnya 
setiap Orang Asing yang masuk Wilayah 
Indonesia wajib memiliki Visa. Berdasarkan Visa 
tersebut, Orang Asing diberikan Izin Tinggal di 
Wilayah Indonesia, tetapi ketentuan itu tidak 
diberlakukan terhadap Orang Asing yang 
berada di Wilayah Indonesia karena menjadi 
korban tindak pidana perdagangan orang. Ayat 
(4) Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” 
adalah daerah konflik yang akan 
membahayakan keberadaan, keselamatan, dan 
keamananan Orang Asing yang bersangkutan.11 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian, Pasal 50 ayat: 
(1)  Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:  

a. Orang Asing yang masuk Wilayah 
Indonesia dengan Visa kunjungan; atau  

b. anak yang baru lahir di Wilayah 
Indonesia dan pada saat lahir ayah 
dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal 
kunjungan.  

(2)  Izin Tinggal kunjungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 
sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah 
dan/atau ibunya.  

Pasal 51. Izin Tinggal kunjungan berakhir 
karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:  
a. kembali ke negara asalnya;  
b. izinnya telah habis masa berlaku;  
c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal 

terbatas;  
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d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat 
Imigrasi yang ditunjuk;  

e. dikenai Deportasi; atau  
f. meninggal dunia. 

Izin; pernyataan mengabulkan (tiada 
melarang dan sebagainya) persetujuan 
membolehkan.12Izin adalah suatu persetujuan 
dari penguasa berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan peraturan 
pemerintah. Dengan demikian izin pada 
prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang 
merupakan dasar pengecualian. Pengecualian 
itu harus diberikan oleh undang-undang untuk 
menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara 
hukum yang demokrasi.13 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian. Pasal 55. Pemberian, 
perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal 
kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin 
Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau 
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Pasal 56 ayat: 
(1) Izin Tinggal yang telah diberikan kepada 

Orang Asing dapat dialihstatuskan.  
(2) Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan 

adalah Izin Tinggal kunjungan menjadi Izin 
Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas 
menjadi Izin Tinggal Tetap.  

(3) Alih status Izin Tinggal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri.  

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan “alih status” adalah perubahan status 
keberadaan Orang Asing dari Izin Tinggal 
kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan 
dari Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal 
Tetap. 

Pasal 57 ayat: 
(1) Izin Tinggal kunjungan dan Izin Tinggal 

terbatas dapat juga dialihstatuskan menjadi 
Izin Tinggal dinas.  

(2) Alih status sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat dilaksanakan 
berdasarkan Keputusan Menteri setelah 
mendapat persetujuan Menteri Luar 
Negeri.  

Pasal 58. Dalam hal Pejabat Imigrasi 
meragukan status Izin Tinggal Orang Asing dan 
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kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi 
berwenang menelaah serta memeriksa status 
Izin Tinggal dan kewarganegaraannya. 
Penjelasan Pasal 58 Yang dimaksud dengan 
“meragukan status Izin Tinggal dan 
kewarganegaraan seseorang” antara lain 
adanya data Keimigrasian yang menunjukkan 
bahwa yang bersangkutan diragukan status 
kewarganegaraannya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 31. 
Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal 
kunjungan diberikan kepada:  
a. Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban 
memiliki Visa;  
b. Orang Asing pemegang Visa kunjungan;  
c. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia 
dalam keadaan darurat; atau  
d. Awak Alat Angkut. 

Penjelasan Pasal 31 huruf (c) Yang dimaksud 
dengan “keadaan darurat” meliputi adanya alat 
angkut yang mendarat di Wilayah Indonesia 
dalam rangka bantuan kemanusiaan 
(humanitarian assistance) pada daerah 
bencana alam di Wilayah Indonesia (national 
disaster) atau dalam hal terdapat alat angkut 
yang membawa Orang Asing berlabuh atau 
mendarat di suatu tempat di Indonesia karena 
kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedangkan 
alat angkut tersebut tidak bermaksud untuk 
berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia.14 

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan 
instrumen yuridis yang digunakan oleh 
pemerintah untuk mempengaruhi para warga 
agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna 
mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu 
instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung 
tombak atau alat yang bertujuan untuk 
mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, 
dan merancang masyarakat adil makmur. 
Melalui izin dapat diketahui bagaimana 
gambaran masyarakat adil makmur itu 
terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan 
yang terkandung dalam izin merupakan 
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pengendali dalam memfungsikan izin itu 
sendiri.15 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian, Pasal 133 ayat: 
(1)  Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:  

a.  Orang Asing yang masuk Wilayah 
Indonesia dengan Visa kunjungan; atau  

b.  anak yang baru lahir di Wilayah 
Indonesia dan pada saat lahir ayah 
dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal 
kunjungan.  

(2)  Izin Tinggal kunjungan yang diberikan 
kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada:  
a. Orang Asing dari negara yang 

dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;  

b. Orang Asing yang bertugas sebagai awak 
Alat Angkut yang sedang berlabuh atau 
berada di Wilayah Indonesia sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;  

c. Orang Asing yang masuk Wilayah 
Indonesia dalam keadaan darurat; dan  

d. Orang Asing yang masuk Wilayah 
Indonesia dengan Visa kunjungan saat 
kedatangan. 

 Pasal 134 ayat: 
(1) Izin Tinggal kunjungan diberikan oleh 

Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi.  

(2) Permohonan Izin Tinggal kunjungan bagi 
anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari 
orang tua pemegang Izin Tinggal kunjungan 
diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi 
atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada 
Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. 

(3) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan 
mengisi aplikasi data dan melampirkan 
persyaratan:  
a. Paspor Kebangsaan anak dari perwakilan 

negaranya di Indonesia;  
b. surat keterangan kelahiran anak dari 

rumah sakit atau akta kelahiran dari 
pejabat yang berwenang;  
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c. fotokopi Paspor Kebangsaan orang tua; 
dan d. fotokopi Izin Tinggal kunjungan 
orang tua. 

Beberapa pendapat para sarjana tentang 
pengertian izin, antara lain yaitu: Prajudi 
Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon 
mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan 
yang pada dasarnya tidak melarang suatu 
perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya 
disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.16 
W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya 
yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang 
berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya 
harus dilarang, melainkan bermacam-macam 
usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, 
tapi berhubung dengan satu dan lain sebab 
dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi 
Negara.17 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Kei migrasian, Pasal 135 ayat: 
(1)  Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat 

Imigrasi yang ditunjuk memeriksa 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134 ayat (3).  

(2)  Dalam hal pemeriksaan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terpenuhi dan telah dilakukan pembayaran 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, Kepala Kantor 
Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 
dalam waktu paling lama 4 (empat) hari 
kerja menerbitkan Izin Tinggal kunjungan. 

Pasal 136 ayat: 
(1)  Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa 

kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan 
beberapa kali perjalanan diberikan untuk 
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari 
sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk.  

(2) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa 
kunjungan 1 (satu) kali perjalanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali 
dan jangka waktu setiap perpanjangan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

(3) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa 
kunjungan beberapa kali perjalanan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dapat diperpanjang. 

Pasal 137 ayat: 
(1) Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa 

kunjungan saat kedatangan diberikan untuk 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diberikannya Tanda Masuk.  

(2)  Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa 
kunjungan saat kedatangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 
1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari. 

Pasal 138 ayat: 
(1)  Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing 

dari negara yang dibebaskan dari kewajiban 
memiliki Visa diberikan untuk waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
diberikannya Tanda Masuk.  

(2)  Izin Tinggal kunjungan bagi Orang Asing 
dari negara yang dibebaskan dari kewajiban 
memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dapat diperpanjang. 

Pasal 139. Izin Tinggal kunjungan bagi:  
a. Orang Asing yang bertugas sebagai awak 

Alat Angkut yang sedang berlabuh atau 
berada di Wilayah Indonesia, diberikan 
untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) 
hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk 
dan tidak dapat diperpanjang; 

b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia 
dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya 
pemegang Izin Tinggal kunjungan, diberikan 
untuk jangka waktu yang disesuaikan 
dengan Izin Tinggal kunjungan orang tuanya; 
dan  

c. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia 
dalam keadaan darurat, diberikan untuk 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diberikannya Tanda Masuk. 
Pasal 140 ayat: 

(1) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal 
kunjungan bagi Orang Asing yang masuk 
Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 
ayat (1) huruf a, diajukan kepada Kepala 
Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang 
ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat tinggal yang bersangkutan dengan 
mengisi aplikasi data dan melampirkan 
persyaratan:  
a. surat penjaminan dari Penjamin pada 
saat mengajukan permohonan Visa; dan  
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b. paspor yang sah dan masih berlaku.  
(2) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal 

kunjungan bagi anak yang baru lahir di 
Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah 
dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal 
kunjungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 133 ayat (1) huruf b, diajukan kepada 
Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat 
Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal yang 
bersangkutan dengan mengisi aplikasi data 
dan melampirkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3).  

(3) Tata cara permohonan dan jangka waktu 
penerbitan Izin Tinggal kunjungan berlaku 
juga bagi penerbitan perpanjangan Izin 
Tinggal kunjungan. 

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi 
pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu 
izin merupakan salah satu instrumen yang 
paling banyak digunakan dalam hukum 
administrasi. Pemerintah menggunakan izin 
sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan 
tingkah laku para warga. Izin ialah suatu 
persetujuan dari penguasa berdasarkan 
undang-undang atau peraturan pemerintah 
untuk dalam keadaan-keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
larangan peraturan perundang-undangan. 
Dengan memberi izin, penguasa 
memperkenankan orang yang memohonnya 
untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu 
yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut 
perkenan bagi suatu tindakan yang demi 
kepentingan umum mengharuskan pengawasan 
khusus atasnya.Ini adalah paparan luas, dari 
pengertian izin.18 

 
B. Tindakan Administratif Keimigrasian 

Terhadap Warga Negara Asing Pemegang 
Izin Tinggal Kunjungan Yang Masa 
Berlakunya Telah Berakhir 
Sanksi hukum administrasi merupakan 

sanksi yang penerapannya tidak melalui 
perantaraan hakim. Pemerintah berwenang 
untuk bilamana perlu, tanpa keharusan 
perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak 
jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi 
adalah perbuatan yang bertentangan dengan 

                                                           
18

N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, Pengantar Hukum 
Perizinan, (Penyunting) Philipus. M. Hadjon, Yuridika. 
Surabaya.  1993. hal. 2-3.   

peraturan perundang-undangan, sehingga 
secara prinsipil berbeda dengan pemberian 
sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata 
yang ditujukan kepada orang (pelakunya).19  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian, mengatur mengenai 
Tindakan Administratif Keimigrasian, Pasal 75 
ayat: 
(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan 

Tindakan Administratif Keimigrasian 
terhadap Orang Asing yang berada di 
Wilayah Indonesia yang melakukan 
kegiatan berbahaya dan patut diduga 
membahayakan keamanan dan ketertiban 
umum atau tidak menghormati atau tidak 
menaati peraturan perundang-undangan.  

(2)Tindakan Administratif Keimigrasian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: a) pencantuman dalam daftar 
Pencegahan atau Penangkalan; b) 
pembatasan, perubahan, atau pembatalan 
Izin Tinggal; c)larangan untuk berada di 
satu atau beberapa tempat tertentu di 
Wilayah Indonesia; d) keharusan untuk 
bertempat tinggal di suatu tempat tertentu 
di Wilayah Indonesia; e) pengenaan biaya 
beban; dan/atau f) Deportasi dari Wilayah 
Indonesia.  

(3)  Tindakan Administratif Keimigrasian berupa 
Deportasi dapat juga dilakukan terhadap 
Orang Asing yang berada di Wilayah 
Indonesia karena berusaha menghindarkan 
diri dari ancaman dan pelaksanaan 
hukuman di negara asalnya.  

Penjelasan Pasal 75 ayat (2) Huruf (c) 
Larangan tersebut ditujukan terhadap Orang 
Asing yang keberadaannya tidak dikehendaki 
oleh pemerintah berada di Wilayah Indonesia 
tertentu. Huruf (d) Yang dimaksud dengan 
“bertempat tinggal di suatu tempat tertentu” 
adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, 
Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain.20Pasal 
76. Keputusan mengenai Tindakan 
Administratif Keimigrasian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) 
dilakukan secara tertulis dan harus disertai 
dengan alasan. Pasal 77 ayat: 

                                                           
19

Ida Bagus Wyasa Putra.Hukum Bisnis Pariwisata. 
Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.hal. 
183. 
20

 Penjelasan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian. 
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(1) Orang Asing yang dikenai Tindakan 
Administratif Keimigrasian dapat 
mengajukan keberatan kepada Menteri.  

(2) Menteri dapat mengabulkan atau menolak 
keberatan yang diajukan Orang Asing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan Keputusan Menteri.  

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) bersifat final. 

(4) Pengajuan keberatan yang diajukan oleh 
Orang Asing tidak menunda pelaksanaan 
Tindakan Administratif Keimigrasian 
terhadap yang bersangkutan. 

Pasal 78 ayat: 
(1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang 

telah berakhir masa berlakunya dan masih 
berada dalam Wilayah Indonesia kurang 
dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu 
Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(2) Orang Asing yang tidak membayar biaya 
beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian 
berupa Deportasi dan Penangkalan.  

(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang 
telah berakhir masa berlakunya dan masih 
berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 
60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin 
Tinggal dikenai Tindakan Administratif 
Keimigrasian berupa Deportasi dan 
Penangkalan. 

Pendeportasian adalah tindakan sepihak 
suatu negara terhadap orang yang 
kedatangannya dan atau keberadaannya di 
wilayah negara yang bersangkutan tidak 
dikehendaki. Sudah tentu ada banyak alasan 
yang dapat dikemukakan mengapa suatu 
negara tidak menghendaki kehadiran orang 
asing di dalam wilayahnya sendiri. Dalam 
hubungan ini salah satu alasan itu adalah orang 
yang bersangkutan terlibat dalam suatu kasus 
kejahatan di negara lain dan kemungkinan jika 
dia tetap berada di negara tersebut dia akan 
dimintakan ekstradisinya oleh negara yang 
memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya yang 
jumlahnya mungkin saja lebih dari suatu 
negara.21  

Pengaturan hukum mengenai izin tinggal 
kunjungan bagi warga negara asing yang berada 

                                                           
21

I. Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Cet. I. 
Yrama Widya, Bandung, 2006.hal. 148. 

di wilayah negara Republik Indonesia telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 
Keimigrasian untuk memberikan kepastian 
hukum dan apabila terjadi pelanggaran hukum 
oleh warga negara asing maka dapat dikenakan 
tindakan administratif keimigrasian.  

 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Izin tinggal kunjungan menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian, meliputi Izin Tinggal 
kunjungan yang diberikan kepada orang 
asing yang masuk wilayah Indonesia dengan 
visa kunjungan; atau  anak yang baru lahir di 
wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah 
dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal 
kunjungan. Izin Tinggal kunjungan 
sebagaimana dimaksud diberikan sesuai 
dengan Izin Tinggal kunjungan ayah 
dan/atau ibunya. Izin Tinggal kunjungan 
berakhir karena pemegang Izin Tinggal 
kunjungan: kembali ke negara asalnya; 
izinnya telah habis masa berlaku; izinnya 
beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas; 
izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat 
Imigrasi yang ditunjuk; dikenai Deportasi; 
atau meninggal dunia.  

2. Penegakan tindakan administratif 
keimigrasian terhadap warga negara asing 
pemegang izin tinggal kunjungan yang masa 
berlakunya telah berakhir dilakukan oleh 
pejabat imigrasi yang berwenang melakukan 
tindakan administratif keimigrasian 
terhadap orang asing pemegang izin tinggal 
yang telah berakhir masa berlakunya dan 
masih berada dalam Wilayah Indonesia 
kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas 
waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Orang asing yang tidak 
membayar biaya beban sebagaimana 
dimaksud dan orang asing pemegang izin 
tinggal yang telah berakhir masa berlakunya 
dan masih berada dalam wilayah Indonesia 
lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas 
waktu izin tinggal dikenai tindakan 
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administratif keimigrasian berupa deportasi 
dan penangkalan. 

 
B. SARAN 
1. Izin tinggal kunjungan menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian dalam pelaksanaannya 
memerlukan pengawasan oleh Pejabat 
Imigrasi yang memiliki pendidikan khusus 
Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis 
Keimigrasian serta memiliki wewenang 
untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab berdasarkan Undang-Undang. 
Pengawasan Keimigrasian terhadap orang 
asing dilaksanakan pada saat permohonan 
visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin 
tinggal dilakukan dengan: pengumpulan, 
pengolahan, serta penyajian data dan 
informasi; penyusunan daftar nama orang 
asing yang dikenai penangkalan atau 
pencegahan; pengawasan terhadap 
keberadaan dan kegiatan orang asing di 
wilayah Indonesia; pengambilan foto dan 
sidik jari; dan kegiatan lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. 

2. Penegakan tindakan administratif 
keimigrasian terhadap warga negara asing 
pemegang izin tinggal kunjungan yang masa 
berlakunya telah berakhir dilakukan oleh 
pejabat imigrasi wajib dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku agar orang asing pemegang izin 
tinggal kunjungan yang akan masuk ke 
wilayah Indonesia tidak lagi melakukan 
perbuatan yang melanggar peraturan 
perundang-undangan kemigrasian yang 
berlaku di Indonesia. 
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